
DlSTRlBUSI II

Mengingat ...

c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan

Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha yang

TertuLup dan Bidang Usaha yanq Terbuka Dengan

Persyaratan di Bidang Pcnanaman Modal;

b. bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan penanarnan

modal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri

untuk percepatan pernbangunan dengan tetap

meningkatkan perlindungan bagi Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah, serta Koperasi dan berbagai sektor

strategis nasional serta meningkatkan daya saing

ekonomi dalam menghadapi Masyarakat Ekonorni

ASEAN dan dinamika globalisasi ekonorni, dipandang

perlu mengganti ketentuan :mengenai daftar bidang

usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka

dengan persyaratan di bidang penanaman modal;

a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (4) dan Pasal

13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

tentang Penanaman Modal telah ditetapkan Peraturan

Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang

Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka

Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

Menimbang

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

DAFiAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG

TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

TENTANG

PERATURANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2016

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
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dicadangkan ...

4. Bidang Usaha Yang 'I'erbuka Dengan Persyaratan adalah

Bidang Usaha tertentu yang dapat diusahakan untuk

kegiatan Penanaman Modal dengan persyaratan, yaitu

2. Bidang Usaha Yang Terbuka adalah Bidang Usaha yang

dilakukan tanpa persyaratan dalam rangka Penanaman

Modal.

3. Bidang Usaha Yang Tertutup adalah Bidang Usaha

tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan
Penanaman Modal.

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang

dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada

sektor-sektor ekonomi.

Pasal 1

KETENTUANUMUM

BAB I

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG DAFTARBIDANG USAHA

YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA

DENGAN PERSYARATANDI BIDANGPENANAMANMODAL.

MEMUTUSKAN:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 67, Tam bah an Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4724);

Mengingat
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a. Bidang ...

Pasal2

(1) Bidang Usaha dalarn kegiatan Penanarnan Modal terdiri
atas:

BIDANGUSAHA

BAB II

8. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adaJah usaha mikro,

kecil, menengah sebagaimana diatur dalam Undang

Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah.

9. Koperasi adalah koperasi sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ten tang
Perkoperasian.

dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

serta Koperasi, Kemitraan, kepemilikan modal, lokasi

tertentu, perizinan khusus, dan penanam modal dari

negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan

menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri

maupun Penanam Modal asing untuk melakukan usaha

di wilayah negara Republik Indonesia.

6. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha

yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa

penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

7. Kemitraan adalah kerjasama dalam kegiatan penanaman

modal untuk Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan

Persyaratan baik langsung maupun tidak langsung, atas

dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai,

memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan

pelaku Usaha MUcro, Kecil dan Menengah dengan usaha

besar.

-3 -
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Pasal5 ...

Bidang Usaha Yang Tertutup sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) huruf b tercantum dalarn Lampiran I dan

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden
ini.

Pasal4

Bidang Usaha yang tidak tercantum dalam Bidang Usaha

Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan

Persyaratan merupakan Bidang Usaha Yang Terbuka.

Pasal3

a. Bidang Usaha Yang Terbuka;

b. Bidang Usaha Yang Tertutup; dan

c. Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan.

(2) Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan:
yang dicadangkan atau kemitraan dengan Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi; dan

b. Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan

tertentu yaitu:

1) batasan kepemilikan modal asing;

2) lokasi tertentu;

3) perizinan khusus;

4) modal dalam negeri 100% (seratus persen);

danjatau

5) batasan kepemilikan modal dalam kerangka

kerjasama Association of Southeast Asian Nations
(ASEAN).

- 4 -
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(2) Dalam ...

(1) Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus

memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan di bidang penataan

ruang dan peraturan perundang-undangan di bidang

pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 7

BAB III

PELAKSANAANPENANAMANMODAL

PADABlDANG USAHA

Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan tertentu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b

tercantum dalam Lampiran TIl dan merupakan bagian tidak

terpisahkan dad Peraturan Presiden ini.

Pasal6

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Penanam Modal dengan Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah serta Koperasi dengan pola: inti

plasma, subkontrak, keagenan, waralaba, dan pola

Kemitraan lainnya.

(1) Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan: yang

dicadangkan atau Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah serta Koperasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran

II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Presiden ini.

Pasal5

- 5 -
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Pasal9 ...

(1) Dalarn hal pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada

Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan

sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (II huruf c

dilakukan secara tidak langsung atau portofolio yang

transaksinya dilakukan rnelalui pasar modal dalam

negeri, Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan

sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c

rnenjadi Bidang Usaha Terbuka.

(2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada

Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan

sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan

di kawasan ekonomi khusus, Bidang Usaha tersebut

menjadi Bidang Usaha Terbuka kecuali Bidang Usaha

yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah serta Koperasi.

Pasa18

(2) Dalam hal izin Penanaman Modal untuk Bidang Usaha

Yang Terbuka Dengan Persyaratan sebagairnana

dirnaksud pada ayat (1) telah ditetapkan lokasi usahanya

dan Penanarn Modal bermaksud memperluas usaha

dengan melakukan kegiatan usaha yang sarna di luar

lokasi yang sudah ditetapkan dalam izin Penanarnan

Modal tersebut, Penanarn Modal harus memenuhi

persyaratan lokasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1).

(3) Untuk rnernenuhi persyaratan lokasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Penanam Modal tidak diwajibkan

untuk rnendirikan badan us aha baru, kecuali ditentukan

Jain yang ditetapkan dengan undang-undang.

-6-
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(2) Dalam ...

Pasa! 10

(1) Dalarn hal Penanaman Modal asing melakukan perluasan

kegiatan us aha dalam Bidang Usaha yang sarna dan

perluasan kegiatan usaha terse but mernbutuhkan

penarnbahan modal melalui penerbitan saham dengan

hak memesan efek terlebih dahulu (rights issue) dan

Penanam Modal dalam negeri tidak dapat berpartisipasi

dalarn penarnbahan modal tersebut, rnaka berlaku

ketentuan mengenai hak mendahului bagi Penanam
Modal asing, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perseroan lerbatas.

b. batasan kepemilikan modal Penanam Modal asing dalam

perusahaan Penanaman Modal yang diambil alih adalah

sebagaimana tercantum dalarn izin Penanaman Modal

dan Iatau izin usaha perusahaan terse bu t; dan Iatau
c. batasan kepemilikan modal Penanam Modal asing dalam

perusahaan barn hasil peleburan adalah sebagaimana

ketentuan yang berlaku pada saar terbentuknya

perusahaan baru hasil peleburan dimaksud.

Dalarn hal terjadi perubahan kepemilikan modal akibat

penggabungan, pengarnbilalihan, atau peleburan dalam

perusahaan Penanarnan Modal yang bergerak di Bidang

Usaha yang sarna, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. batasan kepemilikan modal Penanarn Modal asing dalam

perusahaan Penanaman Modal yang menerima

penggabungan adalah sebagaimana yang tercantum

dalarn izin Penanaman Modal danl atau izin usaha

perusahaan tersebut;

Pasal9
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BAB IV ...

Pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal terhadap Bidang

Usaha yang diatur dalam Peraturan Presiden ini tidak

mengurangi kewajiban Penanam Modal untuk mematuhi

ketentuan dan syarat teknis untuk rnelakukan kegiatan

usaha yang ditetapkan oleh:

a. kementerianjlembaga yang secara teknis berwenang di

bidang usaha Penanaman Modal; danj atau

b. pemerintah daerah.

Pasal 11

c. perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf b

membeli kelebihan jumlah saham yang dimiliki

Penanam Modal asing tersebut dan diperlakukan

sebagai treasury stocks, dengan mernperhatikan

ketentuan Pasal 3'7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas.

(2) Dalam hal penambahan modal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mengakibatkan jumlah kepernilikan modal

asing melebihi batasan maksimurn yang tercantum dalam

izin Penanaman Modal dan/atau izin usaha, maka dalam

jangka waktu 2 (dua) tahun, kelebihan jumlah

kepemilikan modal asing terse but harus disesuaikan

dengan batas maksimum yang tercantum dalam izin

penanaman modal danjatau izin usaha, melalui cara:

a. Penanam Modal asing menjual kelebihan saharn yang

dimilikinya kepada Penanam Modal dalam negeri;

b. Penanam Modal asing menjual kelebihan sahamnya

melalui penawaran umurn yang dilakukan oleh

perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Penanam

Modal asing tersebut pada pasar modal dalam negeri;

at au

- 8 -
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BABVI ...

Ketentuan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal terhadap

Bidang Usaha yang diatur dalam Peraturan Presiden ini tidak

berlaku bagi Penanaman Modal yang telah disetujui pada

bidang usaha tertentu sebelum Peraturan Presiden 101

diundangkan, sebagaimana yang tercantum dalam izin

Penanaman Modal danjatau izin usaha perusahaan, kecuali

ketentuan terse but lebih menguntungkan bagi Penanaman

Modal dimaksud.

Pasal 13

KETENTUAN PERALIHAN

BAB V

(2) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyelesaian

permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibantu oleh Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan

Peningkatan Investasi yang telah dibentuk dan ditetapkan

dengan Keputusan Presiden tersendiri.

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan koordinasi

Pemerintahan di bidang perekonomian melakukan

pemantauan, evaluasi, dan penyelesaian permasalahan

dalam pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada

Bidang Usaha yang diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 12

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENYELESAIAN

PERMASALAHAN DALAM PENANAMAN MODAL

-9-
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Agar ...

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, Peraturan

Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha

yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan

Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara

Tahun 2014 Nomor 93) dinyatakan dicabut dan tidak

berlaku.

Pasal 15

Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden

Nomor 39 Tahun 2014 tentang Oaftar Bidang Usaha yang

Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan

Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, sepanjang tidak

bertentangan dengan Peraturan Presiden ini, tetap berlaku

sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan

berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 14

KETENTUANPENUTUP

BAB VI

- 10 -
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Salinan sesuai dengan aslinya

LEMBARANNEGARAREPUBLIK INDONESIATAHUN 2016 NOMOR97

YASONNAH. LAOLY

ttd.

REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Pada tanggal 18 Mei 2016

Diundangkan eli Jakarta

JOKO WIDODO

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Pada tanggal 12 Mei 2016

Ditetapkan eli Jakarta

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya

dalam LembaranNegaraRepublik Indonesia.
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NO. LAMPmAN JUDUL HALAMAN

l. LAMPlRAN1 Daftar Bidang Usaha yang Tertutup Untuk Penanaman Modal 1

2. LAMPlRANn Daftar Bidang Usaha YangTerbuka Dengan Persyaratan: yang dicadangkan atau kemitraan dengan Usaha 1
MUcro,Kecil, dan Menengab serta Koperasi

3. LAMPIRANIII Bidang Usaha YangTerbuka Dengan Persyaratan tertentu:
l. Sektor Pertanian 1
2. Sektor Kehutanan 11
3. Sektor Kelautan dan Perikanan 13
4. Sektor Energi dan Swnber Daya Mineral 14
5. Sektor Perindustrian 17
6. Sektor Pertahanan dan Keamanan 19
7. Sektor Pekerjaan Umwn 20
8. Sektor Perdagangan 21
9. Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 25
10. Sektor Perhubungan 28
11. Sektor Komunikasi dan Inforrnatika 32
12. Sektor Keuangan 34
13. Sektor Perbankan 36
14. Sektor KetenagakeIjaan 37
15. Sektor Pendidikan 38
16. Sektor Kesehatan 39

DAFTAR LAMPIRAN
PERATURANPRESIDENREPUBLIK INDONESIA

NOMOR44 TAHUN 2016
TENTANG

DAFTARBIDANGUSARAYANGTERTUTUPDAN BIDANGUSARAYANGTERBUKA DENGANPERSYARATANDI BID.ANGPENANAMANMODAL

PRESIDEN
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Peniachloro ...DISTRIBusr TI

NO. BIDANG USAHA KBLI SEKTOR

l. Budidaya Ganja 01289 Pertanian

2. Penangkapan Spesies Ikan yang Tercantum dalam Appendix I Conuention on International Trade in J0719 Kehutanan
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)

3. Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam 52229 Kelautan clan Perikanan
4. Pemanfaatan (Pengambilan) Koral/Karang dari Alam Untuk: Bahan Banguriarr/Kapury Kalsium, 031 ]7 Kelautan dan Perikanan

Akuarium, dan Souvenir/Perhiasan, Serta Koral Hidup atau Koral Mati (recent death coraQdari
Alam.

5. Industri Pembuat Chlor Alkali dengan Proses Merkuri 20111 Perindustrian

6. Industri Bahan Aktif Pestisida: Dichloro Diphenyl Trichloroethane (DDT), Aldrin, Endrin, Dieldrin, 202]1 Perind us trian
Chlordane, Heptachlor, Mirex, dan Toxaphene

7. Industri Bahan Kimia Industri dan lndustri Bahan Perusak Lapisan Ozone (BPO):Polychlorinated 20119 Perindu strian
Biphenyl (PCB). Hexachlorobenzene, dan Carbon Tetrachloride (CTC). Methyl Chloroform, Methyl
Bromide, Trichloro Fiuoro Methane (CFC-ll), Dichloro Trifluoro Ethane (CFC-12), Trichloro
Trifluoro Ethane (CFC-113). Dichloro Tetra Fluoro Ethane (CFC-l14), Chloro Peritafluoro Ethane
(CFC-115), Chloro Trifluoro Methane (CFC-13), Tetrachloro Difluoro Ethane (CFC-1l2), Peniachloro
Fluoro Ethane (CFC-ll1), Chloro Heptaj1uoro Propane (CFC-217), Dichloro Hexafluoro Propane
(CFC-216) Trichioro Peniafluoro Propane (CFC-21Sl, Tetrachloro Tetrafluoro Propane (CFC-214l,

DAFTAR BlDANG USAHA YANGTERTUTUP

LAMPrRAN J
PERATURAN PRESlDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TABUN 2016
TENTANG
DAFTAR SIDANG USAHA YANGTERTUTUP DAN BIDANG
USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATANDl
BIOANG PENANAMAN MODAL

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
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Catatan ...

NO. BIDANG USAHA KBLI SEKTOR

Peniachioro Trifluoro Propane (CFC-213J, Hexachloro Dijlu.oroPropane (CFC-211J, Bromo Chloro
DiJluoroMethane (Halon-1211). Bromo Trifluoro Methane (Halon-130 1), Dibromo Tetrafluoro Ethane
(Halon-24021, R-SOO,R-S02.

8. Industri Bahan Kimia Daftar-I Konvensi Senjata Kirnia Sebagairoana Tertuang Dalam Lampiran I 20119 . Perindustrian
Undang-UndangNomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kirnia sebagai Senjata Kimia

9. lndustri Minurnan Keras Mengandung Alkohol 11010 Perind ustrian

] O. Industri Minuman Mengandung Alkobol: Anggur 11020 Perindustrian

11. lndustri Minuman Mengandung Malt 11031 Perindustrian

12. Penye1enggaraan dan Pengoperasian Terminal Penumpang Angkutan Daral 52211 Perhubungan

13. Penyelenggaraan dan Perigoperasian Penirnbangan Kendaraan Berrnotor 52219 Perhubungan

14. Telekomunikasi/Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Vessel Traffic Information System (VTIS) 52221 Perhubungan

15. Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan 52230 Perhubungan

16. Penyelenggaraan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor 71203 Perhubungan

17. Manajemen dan Penyelenggaraan Stasiun Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbil Satelit 61300 Komunikasi dan
Informatika

18. Museum Pemerintah 91021 Pendidikan dan
Kebudayaan

19. Peninggalan Sejarah dan Purbakala (candi, keraton , prasasti, petilasan , bangunan kuno, dsb) 91023 Pendidikan dan
Kebudayaan

20. Perjudiarr/Kasinc 92000 Pariwisata dan Ekoriomi
Kreatif

2
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JOKOWIDODO

ltd.

PREsmr;N Rr;PUBLIK INDONESIA,

l. Bidang lJsahayang tcrt ut u p dapat dimanfaatkan III t uk uuunn t ujuan nonl omer sial scperti: penelitian dan peugembangan, dan mendapai persetujuan
dari mstansi yang bertanggungjawab alas pcmbmaan bidana usaha tersebur.

2 Dalarnhal Klasifikaai Ankll Lapangan Usaha Indonesia (I\.ULIlmeliputi lebih dari saiu bidang usaha, maku kercntuan sebagaimana terrnaksuddalam
Larnpiran I hanya bcrlaku bagi bidang usaha yang tercnntum dalarn kolom bidang usaha tersebut.

Catatan.
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9. Tanaman ...DISTRJBUSrTl

Persyaratan
No. Bidang Usaha KBLI Dicadangkan untuk Sektor

UMI<MK Kemitraan

Usaha budidaya tanaman pangan pokok dengan luas
kurang dati 25 Ha:

1. Padi 01121 .J - Pertanian
01122

2. Jagung 01111 " - Pertanian
3. Kedelai 01113 " - Pertanian
4. KacangTanah 01114 " - Pertanian
5. Kacang Hijau 01115 " - Pertanian
6. Tanaman pangan lainnya (ubi kayu dan ubi jalar) 01135 " - Pertanian

Usaha perbenihan perkebunan dengan luas lnuang dari
25 Ra:

7. Tanaman Jarak Pagar 01299 " - Pertanian
8. Tanaman Pemanis Lainnya 01137 " - Pertanian

DAFTAR BIDANG USAHA YANGTERBUKA DENGAN PERSYARATAN: YANG DICADANGKAN
ATAU KEMITRAAN DENGAN USAHA MlRRO, KECIL, DAN MENENGAH SERTA KOPERASI

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2016
TENTANG
DAFTAR BIDANG USAHA YANGTERTUTUP DAN BIDANG
USAIIA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATANDl
BIDANG PENANAMAN MODAL
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25.Perkeburran...OISTRIBUSI11

Persyaratan
No. Bidang Usaha KBLI Dicadan.gkan untuk Sektor

UMKMK
Kemitraan

9. Tanaman Tebu 01140 " - Pertanian
10. Tanaman Tembakau 01150 ~ - Pertanian
11. Tanaman Bahan Baku Tekstil dan Tanaman Kapas 01160 -..J - Pertanian
12. Tanaman Lainnya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat 01299 ~ - Pertanian

Lain
13. Tanaman Jambu Mete 01220 -..J - Pertanian
14. Tanaman Kelapa 01261 -.;r - Pertanian

15. Tanaman Kclapa Sawit 01262 ~ - Pertanian

16. Tanaman Untuk Bahan Minuman (Teh, Kopi dan Kakao) 01270 ~. - Pertanian

17. Tanaman Lada 01281 ~ - Pertanian
18. Tanaman Cengkeh 01282 ~ - Pertanian
19. Tanarnan Minyak Atslri 01284 -oJ - Pertanian

20. Tanarnan Obat/Bahan Fannasi [di luar bortikuJtura) 01285 -oJ - Pertanian
01286

21. Tanaman Rcmpah Lainnya 01289 -oJ - Pertanian

22. Tanaman Karet dan Penghasil Getah Lainnya 0129] -oJ - Pertanian

Usaha perkebunan dengan luas kurang dari 25 Ha:
23. Perkebunan Pemanis Lainnya 01137 " - Pertanian

24. Perkebunari Tebu 01140 " - Pertanian

2
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(dust) ...DlSTRIBUSI 11

Persyaratan
No. Bidang Usaha KBLI Dicadangkan untuk Sektor

UMKl\lK
KeInitraan

25. Perkebunan Tembakau 01150 " - Pertanian

26. Perkebunan Bahan Baku TekstiJ dan Tanaman Kapas 01160 " - Pertanian

27. Perkebunan Jam bu Mete 01220 " - Pertanian

28. Perkebunan Kelapa 01261 " - Pertanian

29. Perkebunan Kelapa Sawit 01262 " - Pertanian

30. Perkebunan Untuk Bahan Minuman (Ten, Kopi dan 01270 " - Pertanian
Kakao)

31. Perkebunan Lada 01281 " - Pertanian

32. Perkebunan Cengkeh. 01282 " - Pertanian

33. Perkebunan Minyak Atsiri 01284 " - Pertanian

34. Perkebunan Obat/Bahan Farmasi (di luar hortikultura) 01285 " - Pertanian
01286

35. Perkebunan Rempah Lainnya OL289 " - Pertaruan

36. Perkebunan Karet dan Penghasil Getah Lainnya 01291 ~ - Pertanian

37. Perkebunan Lainnya 01299 V - Pertanian

Usaha dengan kapasitas tertentu:

38. Industri Bunga Cengkeh Kering Ot630 V - Pertanian

39. lndustri Minyak Mentah (minyak makan) dari Nabati dan 10490 V - Pertariian
Hewani

40. Industri Kopra, Serat (fiber), Arang Tempurung, Debu J0421 " - Pertanian

3
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55. Pengusahaan ...DISTRIBUSJII

Pe.rsyaratan
No. Bidang Usaha KBLI Dicadangkan untuk Sektor

UMKMK
KemUraa.n

(dust), Nata de Coco
41. Industri Minyak Kelapa 10422 " - Pertanian

42. Industri Minyak KeJapa Sawit 10431 " - Pertanian

43. Industri Seral Kapas 01630 " - Pertanian

44. Industri Biji Kapas 10490 " - Pertanian

45. Industri Pengupasan, Pembersihan, Pengeringan, dan 10399 -;r - Pertanian
Sortasi Hasil Perkebunan (kakao dan kopi)

46. Industri Jambu Mete Menjadi Biji Mete Kering dan 10614 " - Pertanian
Cashew Nut SheU Liquid (CNSL)

47. Industri Lada Menjadi Biji Lada Putih Kering dan Biji 10614 .J - Pertanian
Lada Hitam Kering

48. Industri Gula Pasir, Pucuk Tebu dan Bagas 10721 ~ - Pertanian

49. Industri Teh Hitarn./Teh Hijau 10763 ~ - Pertanian

50. Industri Daun Tembakau Kering (Krosok) 12091 " - Pertaruan
51. Industri Karet Menjadi Sheet, Lateks Pekat 22122 " - Pertanian

52. Industri Minyak Jarak Kasar 20294 " - Pertanian

53. Pembibitan dan Budidaya Babi dengan Jumlah Kurang 01450 " - Pertanian
Atau Sama dengan 125 Ekor

54. Pembibitan dan Budidaya Ayam Buras Serta 01463 ~ - Pertanian
Persilangannya

4
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72. Pernbesaran ...D1STRlBUSJn

Persyaratan
No. Bidang Usaha KBLI Dicadangkan untuk Sektor

Kemitraan
UMKMK

55. Pengusahaan Hutan Tanaman Lainnya (an tara lain: Aren, 02119 ..J - Kebutanan
Kemiri Biii Asam. Bahan Baku Arang, Kayu Manisl

56. Industri Primer Pengolahan Haail Hutan: Getah Pinus 02303 ..J - Kehutanan
57. Lndustri Primer Pengolahan Hasil Hutan: Bambu 02308 " - Kehutanan
58. Pengusahaan Sarang Burung Walet eli Alam 01469 V - Kehutanan
59. lndustri Kayu Gergajian (kapasitas produksi sampai 16101 ..J - Kehutanan

denl!an 2000 m3/tahunl
60. Industri Primer Pengo laban Rotan 16104 " - Kebutanan
61. Pengusahaan Hutan: Rotan 02131 - -;r Kehutanan
62. Pengusahaan Hutan: Getah Pinus 02132 - --.J Kehutanan
63. Pengusahaan Hutan: Bambu 02134 - " Kehutanan
64. Pengusahaan Hutan: Damar 02135 - -.J Kehutanan
65. Pengusahaan I lutan: Gaharu 02136 - ..J Kehutanan
66. Pengusahaan Shellak; Tan am an Pangan Altematif (sagu), 02139 - ~ Kehutanan

Getah-getahan, dan Perlebahan
67. Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutra [per.sutraan 01492 - ..J Kehutanan

al~1
68. Pembenihan Ikan Laut 03212 - ..J Kelautan dan Perikanan
69. Pembenihan Ikan Air Pay au 03525 - -;r Kelautan dan Perikanan
70. Pembenihan Ikan Air Tawar 03226 - ~ Kelautan dan Perikanan
71. Pembesaran Ikan Laut 03211 - --.J Kelautan dan Perikanan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
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87. lndustri ...DISTRIBUSJII

Persyaratan
No. Bidang Usaha KBLI Dicadangkan untuk Sektor

UMKMK
KeInitraan

72. Pernbesaran Ikan Air Payau 03251 - " Kelautan dan Perikanan
73. Pernbesaran Ikan AirTawar 03221 - " Kclautan dan Perikanan
74. Usaha Pengolahan Basil Perikanan (UPI):Industri 10211 - " Kelautan dan Perikanan

PenggaramanyPengeringan Ikan dan Biota Perairan
Lainnya

75. Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (UPI):lndustri 10212 - " Kelautan dan Perikanan
Penzasapan lkan dan Biota perairan Lainnya

76. Usaha Pengolahan Hasil Pcrikanan (UPI):lndustri 10215 - " Kelautan dan Perikanan
Peragian/Fermentasi lkan dan Produk Masak Lainnya 10779
(untuk usaha ekstraksi dan jelly ikan)

77. UsahaPengolahan Hasil Perikanan (UPI):Industri 10216 - " Kelautan dan Perikanan
berbasis DagingLumatan dan Surimi

78. Usaha Pemasaran, Distribusi, Perdagangan Besar, dan 46206 - " Kelautan dan Perikanan
EksporHasil Perikanan

79. IndustriPentindanganlkan 10214 " - Peririd uslrian
80. lndustri Tempe Kedelai 10391 " - Perindustrian
81. Industri Tahu Kedelai 10392 - Periodustrian
82. Industri KueBasah 10792 " - Perindustrian
83. Industri Makanan dari Kedelaidan Kacang-Kacangan 10793 " - Perindustrian

SelainKecap Tempe dan Tahu
84. Industri Krupuk, Keripik, Peyekdan Sejenisnya 10794 " - Perindustrian
85. Industri Gula Merah 10722 " - Perindustrian
86. Industri Pengupasan dan Pembersihan Umbi-umbian 01630 " - Perinduslrian

6
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Cangkul ...DIS'I'RlBUSlIT

Persyaraq.n
No. Bidang Usaha KBLI Dicadangkan untu:k Sektor

UMKMK
Kemitraan

87. Industri Pewarnaan Benang dari Serat Alarn Maupun 13122 " - Perindustrian
Serat Buatan Menjadi Benang Bermotif/Celup, Ikat,
dengan Alat yang Digerakkan Tangan

88. Industri Percetakan Kain 13133 " - Perindustrian
89. Industri Batik Tulis 13134 " - Perindustrian
90. Industri Kain Rajut Khususnya Renda . 13911 " - Perindustrian
91. lndustri Bordiry Sulaman 13912 ...J - Perindustrian
92. Lndustri Anyam-anyaman dari Rotan dan Bambu 16291 " - Perindustrian
93. Industri Anyam-anyaman dari Tanaman Selain Rotan dan 16292 ...J - Perindustrian

Bambu
94. lndustri Kerajinan Ukir-ukiran dad Kayu Kecuali Mebeler 16293 " - Perind ustrian
95. lndustri Alat-aJat dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu 16294 " - Perindu strian
96. lndustri dari Kayu, Rotan, Gabus yang Tidak 16299 ...J - Perindustrian

Diklasifikasikan Ditempat Lain
97. Lndustri Alat-aJat Musik. Tradisional 32201 " - Perindustrian
98. Industri Mukena, Selendang, Kerudung, dan Pakaian 14111 ...J - Perindustrian

TradisionaJ Lainnya
99. Industri Pengasapan Karet 22121 ...J - Perindustrian

100. Lndustri Barang dari Tanab Liat Untuk Keperluan Rumab 23932 ...J - Perindustrian
Tangga Khusus Gerabah

101. Industri Perkakas Tangan Untuk Pertanian yang 25931 ...J - Perindustrian
Diperlukan Untuk Persiapan Laban Proses Produksi,
Pemanenan Pasca Panen dan Pengolahan Kecuali

PRESIDEN
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1]6. Industri .,.DISTRIBUSIII

Persyaratan
No. Bidang Usaha KBLI Dicadangkan untuk Sektor

UMKMK Kemitraan

Cangkul dan Sekop
102. Industri Perkakas Tangan yang Diproses Secara Manual 25932 " - Perindustrian

Atau Semi Mekanik Untuk Pertukangan dan Pemotongan 25933
25934

103. lndustri Jasa Perneliharaan dan Perbaikan Sepeda Motor 45407 " - Perinduslrian
Kecualiyang Terintegraai dengan Bidang Usaha
Pcniualan Sepeda Motor(a~en/distributorl

104. lndustri Reparasi Barang-barang Keperluan Pribadi dan 95220 " - Perindustrian
RumahTangga 95240

95290
105. lndustri Kopra 10421 - " Perindustrian
106. Industri Asinan Buah-8uahan dan Sayur-Sayuran 10311 - " Perindustrian
107. lndustri Kecap 10771 - " Perindustrian
108. Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental Manis 10520 - " Perindustrian
109. TndustriBatik Cap 13134 - " Perindustrian
110. Industri Pengolahan Rotan 16104 - " Perindustrian
111. lndustri Pengawetan Rotan, Bambu dan Sejenisnya 16103 - " Perindustrian
112. lndustri Barang dari Kayu (lndustri Moulding dan 16221 - " Perindustrian

Kornponen Bahan Ban~anl
113. lndustri MinyakAtsiri 20294 - " Perlndustrian
114. Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau 12091 - " Perindustrian
ll5. Industri Batu Bata dan Tanab Liat/Keramik 23921 - " Perindustrian

PRESIDEN
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131. lndustri ...DISl'RIBUSJ II

Persyaratan
No. Bidang Usaha KBLI Dicadangkan untuk Sektor

UMKMK
Kemitraan

116. Industri Barang Lainnya dan Tanah Liatj Keramik 23939 - ..J Period ustrian
117. Industri Kapur 23942 - " Perindustrian
118. lndustri Barang-barang dad Semen 23951 - " Perind ustrian
119. Industri Barang-barang dan Kapur - ..J23952 - Perindustrian
120. Industri Barang-barang dari Semen dan Kapur Lainnya 23959 - -J Perindustrian
121. Industri Paku, Mur, dan Baut 25952 - " Perind ustrian
122. Industri Komponen dan Suku Cadang Motor Penggerak 28113 - " Perind ustrian

Mula
123. Industri Pompa dan Kompresor 28130 - ..J Perindustrian
124. Industri Komponen dan Periengkapan Kcndaraan 30912 - " Perind ustri an

Bermotor Roda Dua, dan Tiga
125. Industri Perlerigkapan Sepeda dan Becak 30922 - " Perindustrian
126. lndustri Alat Mcsin Pertanian yang Menggunakan 28210 - ..J Perindustrian

Teknologi Madya Seperti Perontok Padi, Pemipil .Jagung,
dan Traktor Tarigan

127. lndustri Kapal Kayu Untuk Wisata Bahari dan Untuk 30111 - ..J Perindustrian
Penangkapan Ikan 30120

128. lndustri Peralatan dan Periengkapan Kapal Kayu Untuk 30113 - ..J Perindustrian
Wisata Bahari dan Untuk Penanzkaoan Ikan

129. Industri Barang Perhiasan Berharga untuk Keperluan 32112 - " Perind ustrian
Pribadi dari Logam MuUa

130. Industri Barang Perhiasan Berharga Bukan Untuk 32113 - " Perindustrian
,---, Keperluan Pribadi dan Logarn Mulia

PRESIDEN
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141. Sanggar ...DISTRlBUSIIT

Persyaratan
No. Bidang Usaba KBLI Dicadangkan untuk Sektor

UMKMK Kemitraan

131. lndustri Barang Perhiasan Bukan unruk KeperIuan 32120 - " Perind ustrian
Pribadi dari Bukan Lozam Mulia

132. Industri Permata 32111 - " Perindustrian
133. Industrt Kerajinan yang Tidak Diklasiftkasikan di Tempat 32903 - --;;j Period ustrian

Lain
134. Industri DaUJ'Ulang Barang-barang Bukan Logam 38302 - ..J Peri nd ustrian
135. Industri Gula Paair (guJa krietal putih, guJa kristal 10721 - ..J Perindustrian

rafinasi, dan guLa kristal mentah) Berbasis Tebu dengan
Kemitraan Dalam Bentuk lntiPlasma 20% dari Luas
Lahan

136. Jasa Konstruksi (Jasa Pelaksana Konstruksi) yang 00000 ..J - Pekerjaan Urnum
Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya danj atau
Risiko Kecil dan Sedang danj atau Nilai Pekerjaan Sampai
denzan Ro 50.000.000.000,00

137. Jasa Bisrus Z.Jasa Konsultansi Konstruksi yang 00000 ..J - Pekerjaan Umum
Menggunakan TeknoJogi Sederbarray Madya darr/ atau
Risiko Kecil/Sedang dan z atau Nilai Pekerjaan kurang dari
RolO.OOO.OOO.OOO,OO

138. Perdagangan Eceran Melnlui Pemesanan Pos dan Internet 47911 - ..J Perdagangan
47912
47913
47914

139. Agen Perjalanan Wisata 79111 ..J - Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif

140. Pondok Wisata (Homestay) 55130 ..J - Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif

PRESIDEN
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DISTRIBUSIIT

4. Kemitraan ...

Catatan:

1. ,,= Mengikutipersyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam

Lampiran IThanya berlalru bagi Bidang Usaha yang tercanturn dalam kolomBidang Usaba tersebut.

3. Usaba Mikro,Kecil,Menengah dan Koperasi (UMKMK)adalah orang perorangan atau badan usaba yang mernerruhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam
Undang-UndangNornor 20 Tahuri 2008 tentang Usaha Milcro,Keeil,dan Menengah.

Pe_rSTc!-ratan
No. Bidang Usaha KBLI Dicadangkan untuk Sektor

qMRMK
Kemitraan

14L Sanggar Serii 90001 -.J - Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif

142. UsahaJasa Pramuwisata 79921 -.J - Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif

143. LembagaPenyiaran Korrrurutas (LPK)Radiodan Televisi 60102 -.J - Komunikasi dan
60202 (nformatika

144. lnstalasi Kabel ke Rumah dan Gedung 43212 V - Komunikasi dan
lnformatika

145. Warung internet 61994 V - Komunikasi dan
lnformatika

PRESIDEN
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orSTRIBUSI 11

JOKO WIDODO

ltd,

PRE.SrnFN REI'URLIl( INDONESIA,

4, Kemitraan adalah sebagaimana dld( ur d.rlam P':l'tllLlran Penu-rmtah Nomor 17 Tahun 2013 tcntang Pelaksanuan Unctang-Undang Nornor 20 Tahun 2008
tent.angUsaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
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8. Jagung ,..
DISTRIBUSI II

No. Bidang Usaha KBLI Persyaratan

Usaha Perbenihan/Pembibitan Tanaman Pangan Pokok dengan Luas lebih
dari 25 Ha:

1. Paw 01121 Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
01L22

2. Jagung Ollll Penanaman Modal Asing Maksimal 49%

3. Kedelai 01113 Penanaman Modal Asing Maksimal 49%

4. Kacang Tanah 01114 Penanaman Modal Asing Maksimal 49%

5. Kacang Hijau 01115 Penanaman Modal Asing Maksimal 49%

6. Tanaman Pangan Lainnya (ubi kayu dan ubi jalar] 01135 Pcnanaman Modal Asing Maksimal 49%

Usaha Budidaya Tanaman Pangan Pokok dengan Luas lebih dari 25 Ha:

7. Padi 01121 Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
01122

A. Sektor Pertanian

DAFTAR BIDANG USARAYANGTERBUKA DENGANPERSYARATANTERTENTU

LAMPJRANIII
PERATURAN PRESIDEN REPUBLlK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2016
TENTANG
DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BJDANG
USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATANDl
BJDANG PENANAMAN MODAL
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b. kewajiban ...DISTRIBUSIJl

No. Bidang Uaaha KBLI Pezsyaratan

8. Jagung 01111 PenanamanModal Asing Maksimal 49%

9. Kedelai 01113 PenanamanModal Asing Maksimal 49%

10. KacangTanah 01114 PcnanamanModal Asing Maksimal 49%

11. KacangHijau 01115 Pcnanaman Modal Asing Maksimal 49%

12. Tanarnan PanganLainnya (ubi kayu dan ubi jalar) 01135 PenanamanModal Asing Maksimal 49%

Usaha Industri Perbenihan Perkebunan dengan Luas 25 Ha atau Lebih:

13. Tanaman Jarak Pagar 01299 a. PenanamanModal Asing Maksimal 95%
b. KewajibanPerkebunan PlasmaSebesar20%

14. Tanaman Pemanis Lainnya 01137 a. PenanamanModal Asing Maksimal 95%
b. Kewajiban Perkebunan PlasmaSebesar20%

15. Tanaman Tebu 01140 a. PenanamanModal Asing Maksirnal 95%
b. Kewajiban Perkebunan PlasmaSebesar20%

16. TanamanTembakau 01150 a. PenanamanModal Asing Maksimal 95%
b. Kewajiban Perkebunan PlasmaSebesar20%

17. Tanaman Bahan Baku Tekstil dan Tanaman Kapas 01160 a. PenanamanModal Asing Maksimal 95%
b. Kewajiban Perkebunan PlasmaSebesar20%

18. Tanaman Jambu Mete 01252 a. PenanamanModal Asing Maksimal 95%
b. Kewajiban Perkebunan PlasmaSebesar20%

19. Tanaman Kelapa 01261 a. PenanamanModal AsingMaksimal 95%
b. Kewajiban Perkebunan PlasmaSebesar20%

20. Tanaman Kelapa Sawit 01262 a. PenanamanModal AsingMaksimal 95%
b. Kewajiban Perkcbunan PlasmaSebesar20%

21. Tanaman Untuk Bahan Minuman (Teh, Kopidan Kakao) 01270 a. PenanamanModal Asing Maksimal 95%

PRESIDEN
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33. Perkebunan ...
DlSTRIBUSIII

.
No. Bidang Usaha KBLI Persyaratan

.' r,

b. KewajibanPerkebunan Plasma Sebesar 20%
22. Tanaman Lada 01281 a. Penanaman ModalAsingMaksimal95%

b. KewajibanPerkebunan Plasma Sebesar 20%
23. Tanaman Cengkeb 01282 a. Penanaman ModalAsingMaksimal95%

b. KewajibanPerkebunan Plasma Sebesar 20%
24 Tanaman MinyakAtsiri 01284 a. Penanaman ModalAsingMaksimal95%

b. KewaiibanPerkebunan Plasma Sebesar 20%
25. Tanaman Obat.j'Bahan Farmasi 01285 a. Penanaman ModalAsingMaksimal95%

01286 b. KewajibanPerkebunan Plasma Scbesar 20%
26. Tanaman Rempab Lainnya 01289 a. Penanaman ModalAsingMaksimal95%

b. KewajibanPerkebunan Plasma Sebesar 20%
27. Tanaman Karet dan Penghasil Getah Lainnya 01291 a. Penanaman ModalAsingMaksirnal95%

b. KewaiibanPerkebunan Plasma Sebesar 20%
28. Tanaman Lainnya yangTidak Diklasifikasikan di Tempat Lain 01299 a. Penanaman ModalAsingMaksimal95%

b. KewajibanPerkebunan Plasma Sebesar 20%
Usaha Perkebunan dengan Luas 25 Ha atau Lebih Sampaf Luasan
Tertentu Tanpa Unit Pengolahan:

29. Perkebunan Jarak Pagar 01299 a. Penanaman ModalAsingMaksimal95%
b. KewajibanPerkebunan Plasma Sebesar 20%

30. Perkebunan Pemanis Lainnya 01137 a. Penanaman ModalASingMaksimal95%
b. KewaiibariPerkebunan Plasma Sebesar 20%

31. Perkebunan Tebu 01140 a. Penanaman ModalAsingMaksimal95%
b. KewajibanPerkebunan Plasma Sebesar 20%

32. Perkebunan Tembakau 01150 a. Penanaman ModalAsingMaksimal9S%
b. KewajibanPerkebunan Plasma Sebesar 20%

PRESIDEN
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'15. Perkebunan ...

-,- -----
Persyaratan

-
n. Perianaman Modal Asing Maksimal 95%
b Kcwapban Perkcburian Plasma Scbesar 20%
a Pcnanurnan Modal ASing Maksimal 95%
b. Kcwajibari Perkeburian Plasma Sebesar 20%
a Penanuman Medal Asing Maksimal 95%

.- b. Kewajiban Pcrkebunan Plasma Scbesar 20%.
a. Pcnanarnan Modal Asing Maksimal 95%

- J) Kewajiban Pcrke bunan Plasma Sebesar 20%
a Penan.unau Modal Asing Maksimal 95%
b Kewajrbari Pcrkebunan Plasma Sebesar 20%
a Penan~an Modal Asing Maksimal 95%

- J'. Kewajiban Pcrkebunan Plasma Sebesar 20%
a. Pcrianaman Modal Asing Maksimal 95%
b. Kewajiban Pcrkebunan Plasma Sebesar 20%
a. Pennuaman Modal Asing Maksimal 95%

-~ I-b Kewajiban Perkebunan Plasma Sebcsar 20%
a Pcnannrnan Modal Asing Maksimal95%

- J_1 Kewajrban Pl'rkebLlllan Plasma Sebesar 20%
a Penan.uuan Modal Asing Maksimal 95%

- ~. ~JllJan Pcrkcbunan Plasma Scbesar 20%
a. Pcuanuruan Modal Asing Maksimal 95%
h. Kewajrban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
a. Permn.rruan Modal Asing Maksimal 95%
h. Kewujrba n 1'(,1kebunan Plasma Sebcsar 20%

_I- -- -
I)IS'II~18lJSl II

Usaha Perkcbunan dcngan Luas 25 Ha alau Lebih yang Terintegrasi
dcngan Unit Pengolahan dengan Kapasitas Sarna atau Melebihi Kapasitas
Tertentu:

01285
0128G
(1)8')

Ol2R2

--01281

012;0

·12. Perkebunan Obat/Hahan Farmasi

Perkebunan Ccngkch

Perkebunan Lacla

Pcrkebunari KC'I"Ipn ---~--- ------ ---1--- -012(}1

012'll)

Pcrkebunan .Jarnbu I\!t'lt; 012!12

Perkebunan Laiu nya YHng Ttdak Dikta.sifiknsrkau <II Tcrupat Lnin

Perkebunan [i.than B.t~u Tekstil dan Tanumun I{ II"'S

KBLI
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58. Perkebunan ...DlSTRlBUSI II

r

No. Bidang Usaha KBLI Persyaratan
-

45. Perkebunan Jambu Mete dan lndustri Biji Mete Kering dan Cashew Nut Shell 01252 a. Penanarnan Modal Asing Maksimal 95%
Liquid (CNSL) 10399 b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%

46. Perkebunan Lada dan Industri Biji Lada Putih Kering dan Biji Lada Hitarn 01281 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
Kering 10399 b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%

47. Perkebunan Jarak dan Industri Minyak Jarak Pagar 01299 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
20294 b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%

48. Perkebunan Tcbu, Industri Gula Pasir, Pucuk Tebu, dan Sagas 01140 a Penanaman Modal ASingMaksimal 95%
10721 b. Kcwajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%

49. Perkebunan Tembakau dan Industri Daun Tembakau Kering 01150 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
12091 b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%

50. Perkebunan Kapas dan Industri Serat Kapas 01160 a Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%

51. Perkebunan Kelapa dan Industri Minyak Kelapa 01261 a Pcnanaman Modal Asing Maksimal95%
10423 b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%

52. Perkebunan Kelapa dan lndustri Kopra, Serat (fiber), Arang Tempurung, Debu 01261 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
(dust), Nata de Coco 10421 b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%

10773
53. Perkcbunan Kelapa Sawit dan lndustri Minyak Kelapa Sawit (CPO) 01262 a. Penanaman Modal ASingMaksimal 95%

10432 b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
54. Perkcbunan Kopi dan lndustri Pengupasan, Pembersihan dan Sortasi Kopi 01270 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95%

10399 b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
55. Perkebunan Kakao dan Industri Pengupasan, Pernbersihan dan Pengeringan 01270 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95%

Kakao 10399 b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
56. Perkebunan Teh dan Industri Teh HitamfTeh Hijau 01270 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95%

10763 b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%. 57. Perkebunan Cengkeh dan Industri Bunga Cengkeh Kering 01282 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
10772 b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
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67. lndustri ...DISTRlBUSJII

No. Bidang Usaha KBLI Persyaratan,
58. Perkebunan Tanaman Minyak Atsiri dan Industri Minyak Atsiri 01284 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95%

20294 b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
59. Pcrkebunan Karet dan Indu stri Sheet, Lateks Pekat 01291 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95%

22121 b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
22122

60. Perkebunan Biji-bijian sclain Kopi dan Kakao dan Industri Pengupasan dan 10399 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
Pembersihan Biji-Bijian Sclain Kopi dan Kakao b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
Usaha dcngan Kapasitas Sama atau Melebihi Kapasitas Tertentu:

61. Industri Minyak Mentah (minyak makan) dari Nabati dan Hewarii 10411 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari

Kebun Sendiri
62. lndustri Kopra, Serat (fiber),Arang Tempururig, Debu (dust), Nata de Coco 10421 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95%

b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari
Kebun Sencliri

63. Industri Minyak Kelapa 10423 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dan

Kebun Sendiri
64. Industri Minyak Kelapa Sawit 10432 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95%

b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari
Kebun Sendiri

65. Industri Pengupasan, Pembersihan, Pengcringan dan Sortasi Hasil 10399 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
Pcrkebunan (kakao dan kopi] b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari

Kebun Sendiri
66. Industri Gula Pasir, Pucuk Tebu, dan Sagas 10721 a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95%

b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari
Kebun Sendiri
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9). Budidaya ...DISTRIBUSI"

. .

No. Bidang Usaha KBLI Persyaratan

75. Perbenihan Tanaman Buah Semusim 01139 PenanamanModal Asing Maksimal 30%

76. PerbenihanAnggur 01210 PenanamanModal Asing Maksimal 30%

77. PerbenihanBuah 1'ropis 01220 PenanamanModal Asing Maksimal 30%

78. PerbenihanJeruk 01230 PenanamanModal Asing Maksimal 30%

79. PerbenihanApel dan Buah Batu (pome and Stone Fruit) 01240 PenanamanModal Asing Maksimal 30%

80. PerbenihanBuab Beri 01251 PenanamanModal Asing Maksimal 30%

81. PerbenihanTanaman Sayuran Semusim 0]139 PenanamanModal Asing Maksimal 30%

82. PerbenihanTanaman Sayuran Tahunan 01253 Penanaman Modal Asing Maksimal 30%

83. PerbenihanTanaman Obat 01285 PenanamanModal Asing Maksimal 30%
01286

84. PerbenihanJamur 01139 PenanamanModal Asing Maksimal 30%

85. PerbenihanTanaman Florikultura 01194 PenanamanModal ASingMaksimal 30%
01302

86. Budidaya Buah Semusim 01132 PenanamanModal Asing Maksimal 30%

87. Budidaya Anggur 01210 Penanaman Modal Asing Maksimal 30%

88. Budidaya Buah Tropis 01220 PenanamanModal Asing Maksimal 30%

89. Budidaya Jeruk 01230 PenanamanModal Asing Maksimal 30%

90. Budidaya Ape}dan Buah Batu (Pome and Stone Fruit) 01240 PenanamanModal ASingMaksimal 30%
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105. Landscaping ...D1STRIBUSIII

No. Bidang Usaha KBLI Persyaratan

91. Budidaya Buah Beri 01251 PenanamanModal Asing Maksimal 30%

92. Budidaya Sayuran Daun (antara lain: kubis, sawi, bawangdaun, seledri) 01131 PenanamanModal Asing Maksimal 30%

93. Budidaya Sayuran Umbi Cantaralain: bawangrnerah, bawangputih, kentang, 01134 PenanamanModal Asing Maksimal 30%
wortel)

94. Budidaya Sayu.ranBuah (antara Jain: tomat, mentimun) 01133 Penanaman ModalAsing Maksimal 30%

95. Budidaya Cabe, Paprika 01283 PenanamanModal Asing Maksimal 30%

96. Budidaya Jamur . 01136 PenanamanModalAsing Maksimal 30%

97. Budidaya Tanaman Hias 01193 PenanamanModal Asing Maksimal 30%

98. Budidaya Tanaman Hias Non Bunga 01301 PenanamanModal Asing Maksimal 30%

99. lndustri PengolahanHortikultura: Usaha PaseaPanenBuah dan Sayuran 10311 PenanamanModal Asing Maksimal 30%
10320
10313
10314
10330

100. Usaha PeneLitianHortikultura dan Usaha Laboratorium Uji Mutu 72102 PenanamanModal Asing Maksimal 30%
Hortikultura

101. PengusahaanWisata Agro Hortikultura 93231 PenanamanModal Asing Maksimal 30%

102. UsahaJasa PascapanenHortikultura 01630 PenanamanModal Asing Maksimal 30%

103. Usaha PerangkaianBurigaj'Florist/ Dekorator 47761 PenanamanModal Asing Maksimal 30%

104. Konsultan PengembanganHortikultura 70209 PenanamanModal Asing Maksimal 30%
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DISTRIBUSJn
B. Sektor ...

No. Bidang Usaha KBLI Persyaratan

105. LandscapingHortikultura 43305 Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
71101
81300

106. Jasa Kursus Hortikulrura 85499 Penanaman Modal Asing Maksimal 30%

107. Penelitian dan Pengembangan lImu Teknologi dan Rekayasa Sumber Daya 72102 Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
Genetik Pertanian

108. Penelitian dan Pengembangan IlmuTeknologi dan Rekayasa Produk GMO 72104 Pcnan aman Modal Asing Maksimal 49%
(Rekayasa Genetikaj

109 Pembibitan dan Budidaya Babi dengan Jumlah Lebih dan 125 ekor 01450 Lokasi Tertentu yang ditetapkan oleh
Kemenlerian Pertanian
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118. Lndustri ...OISTRlBUSI II

" .. "
No. Bidang Usaha KBLI Persyaratan

110. Pengusahaan Perburuan di Taman Buru dan Blok Buru 93193 Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
93229

11l. Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Serta Lembaga Kcnservasi 0172 Penanaman Modal Asing Maksimal 49%

112. Pengusahaan Pariwisata Alam berupa Pengusahaan Sarana, Kegiatan dan 93241 a. Penanaman Modal Asing Maksimal51%
Jasa Ekowisata di dalam Kawasan Hutan meliputi Wisata Tirta, Wisata 93242 b. Penanaman Modal Asing Maksimal 70% bagi
Pctualangan Alam, dan Wisata Gua. 93243 penanam modal dari negara-negara ASEAN

93249
93223
93222

113. Pengcmbangan Teknologi Pemanfaatan Genetik Tumbuhan dan Satwa Liar 72102 Pernyataan kerjasama dengan lembaga yang
terakreditasi/ laboratorium di Indonesia/
lembaga nasional bidang litbang yang ditunjuk
oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kchutanan

114. lndustri Kayu Gergajian dengan Kapasitas Produksi di atas 2000 m3/tahun 16101 Rekomendasi pasokan bahan baku
bcrkelanjutan dari Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

115. lndustri Kayu Veneer 16214 Rekomendasi pasokan bahan baku
berkelanjutan dari Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

116. Industri Kayu Lapis 16211 Rekomendasi pasokan bahan baku
bcrkelanjutan dari Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

117. Induslri Kayu Laminated VeneerLumber (LVL) 16212 Rekomendasi pasokan bahan baku
berkelanjutan dad Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

B. Sektor Kehutanan
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DISTRIBUSI11
c. Sektor ...

,
No. Bidang Usaha KBLI Persyaratan.
118. Industri Kayu Industri Serpih Kayu (wood chip) 16299 Rekomendasi pasokan bahan baku

berkelanjutan dari Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kebutanan

119. Industri Pelet Kayu (woodpellet) 16295 Rekomendasi pasokan baban baku
berkelanjutan dari Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

120. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan A1am 02120 Modal dalam negeri 100%

121. Pengadaan dan Peredaran Benin dan Bibit Tanaman Hutan (ekspor dan 46207 Modal dalam ncgeri 100%
imoor benih dan bibit tanaman hutanl

122. Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air di Kawasan Hutan 02209 Modal dalam negeri 100%

123. Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Sa twa Liar (TSL)dari Habital 01711 a. Modal dalam negeri 100%
Alam 01712 b. Rekomendasi dari Kementerian Lingkungan

01713 Hidup dan Kehutanan
01714
01715
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